BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LITERASI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan

Literasi di Kabupaten Sumba Barat;

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tngkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4774),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang  Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor
6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 11).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN LITERASI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;

Bupati adalah Bupati Sumba Barat;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
Perangkat Daerah terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat
yang peduli pendidikan;

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK
adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan
pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui
harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan
pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan
masyarakat;

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan
menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktifitas,
antara lain berbicara, membaca, berhitung, melihat, menyimak, dan

menulis;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Gerakan literasi daerah adalah usaha atau kegiatan literasi yang
bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
Gerakan literasi sekolah adalah gerakan secara menyeluruh untuk
meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam membaca, menulis,
berbicara, berhitung, menyimak dan memecahkan masalah serta
membangun karakter warga sekolah;

Gerakan Literasi keluarga adalah memudahkan akses anggota
keluarga untuk mendapatkan bahan bacaan keluarga dan
menguatkan pemahaman literasi bersama keluarga untuk
meningkatkan kemampuan warga untuk membaca, menulis,
berbicara berhitung menyimak dan memecahkan masalah serta
membangun karakter keluarga;

Gerakan literasi masyarakat adalah gerakan untuk memudahkan
masyarakat mengakses informasi bahan bacaan atau sumber belajar
yang terdapat di ruang publik untuk meningkatkan kemampuan
warga masyarakat untuk membaca, menulis, berbicara berhitung,
menyimak dan memecahkan masalah serta membangun karakter
masyarakat;

Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna
untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi
kehidupan;

Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah
tempat berisi sumber bacaan yang dimiliki
masyarakat/keluarga/individu dan dapat diakses oleh anggota
masyarakat atau individu digunakan sebagai tempat beraktifitas
untuk membaca;

Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan umum yang dimiliki dan
dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum yang dimiliki dan

dikelola oleh Pemerintah Desa;



17.

18.

19.

20.

Sudut Baca adalah salah satu sudut ruangan yang dilengkapi dengan
koleksi buku bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa
dan mudah diakses sebagai perpanjangan fungsi perpustakaan;
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal, dan in
formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah yang selanjutnya disingkat
RKJM Sekolah merupakan rencana kerja pencapaian tujuan
berdasarkan skala prioritas;

Rencana Kerta Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT merupakan
rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan

kegiatan sekolah selama 1 tahun.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan literasi

melalui pengembangan dan pembudayaan literasi yang meliputi:

a. Kebijakan Strategis Literasi;

o

Pembudayaan Literasi;

Pengembangan Literasi;

a0

Pembiayaan;

Pembinaan dan Pengawasan;

=0

Sanksi administrasi;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman

pelaksanaan literasi di Kabupaten Sumba Barat;



(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membudayakan literasi di
sekolah, keluarga dan masyarakat serta menumbuhkan
pendidikan karakter bagi warga satuan pendidikan, dan

masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN STRATEGIS LITERASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan literasi dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Penyelenggaraan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Literasi pada Satuan Pendidikan;
b. Literasi Keluarga; dan

c. Literasi Masyarakat.

Bagian Kedua

Literasi Pada Satuan Pendidikan
Pasal 5

(1) Pelaksanaan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan yang didukung satuan Pendidikan.

(2) Pelaksanaan literasi pada satuan Pendidikan wajib dituangkan
ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS).

(3) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan
wajib menganggarkan bahan bacaan teks dan nonteks yang
bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, serta menyediakan dan

mengelola sarana pendukung.



(4) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dievaluasi oleh

Dinas Pendidikan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan literasi pada satuan Pendidikan dilaksanakan oleh

Kepala satuan pendidikan dengan berpedoman pada RKAS.

(2) Kepala satuan pendidikan dan Komite Sekolah secara bertahap wajib

mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas dan

perpustakaan sekolah.

Pasal 7

Satuan Pendidikan wajib menumbuhkembangkan budaya literasi dengan

melaksanakan kegiatan:

a.

b.

menyediakan dan mengelola bahan bacaan teks dan nonteks
pelajaran yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif;
menyediakan dan mengelola sarana yang mendukung
kegiatan literasi, seperti sudut baca di kelas, dan perpustakaan
sekolah.

Pasal 8

(1) Setiap satuan pendidikan wajib merancang pengembangan program

literasi kepada peserta didik sesuai kemampuannya.

(2) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling kurang memenuhi pengetahuan dan ketrampilan

sebagai berikut:

a.
b.

C.

memahami kosa kata dan tanda baca;

memahami isi bacaan;

merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali;

kemampuan berhitung;

membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca
dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan, atau

imajinasi peserta didik.



Bagian Ketiga
Literasi pada Keluarga

Pasal 9

(1) Orang tua bertanggungjawab terhadap pelaksanaan literasi dalam
keluarga.

(2) Orang tua wajib menyediakan bahan bacaan keluarga, menuntun
dan mengarahkan anggota keluarga dalam kegiatan literasi
keluarga.

Bagian Keempat

Literasi pada Masyarakat

Pasal 10
(1) Kegiatan literasi masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Keluraharan dapat
mendukung dan memfasilitasi kegiatan literasi masyarakat.
(3) Fasilitasi kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui penyediaan taman bacaan masyarakat dan
Perpustakaan Desa/Kelurahan, bahan bacaan dan

perlengkapannya.

Pasal 11
Kegiatan literasi satuan Pendidikan, literasi keluarga dan literasi
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABV
PEMBUDAYAAN LITERASI
Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN/BUMD,
Badan Usaha Swasta, LSM, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah
Desa/Kelurahan wajib menumbuhkembangkan budaya literasi di

lingkungannya;



(2)

(1)

(3)

(4)

Penumbuhkembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. penyusunan kebijakan dan anggaran mendukung gerakan
literasi;

b. menyediakan sarana dan prasarana literasi berupa sudut baca,
perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat berserta
perlengkapannya dan kegiatan lain yang mendukung
pelaksanaan gerakan literasi;

c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
gerakan literasi secara berkesinambungan;

d. tanggung jawab sosial perusahaan.

Penyediaan sarana dan prasarana, bahan bacaan untuk

meningkatkan budaya literasi wajib mengakomodir kearifan local;

BAB VI
PENGEMBANGAN LITERASI

Pasal 13
Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan.
Kegiatan~ literasi di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat,
mempertimbangkan keberagaman dan kearifan lokal.
Kegiatan literasi di satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat,
menggunakan bahan bacaan sesuai kebutuhan.
Kegiatan literasi wajib memperhatian perkembangan komunikasi
lisan.
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib

menjamin kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan.



(1)

(2)

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan kegiatan literasi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak

mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan
literasi;
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16
Bupati memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah
yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan literasi;
Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam
Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif berupa
teguran lisan, dan tertulis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Bupati ini, diatur dalam
petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada talgga_i_ 3 G .‘A?tﬁ"lz zoz

Diundangkan di Waikabubak = e

pada tanggal , ¢ wprik 4o1g
SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2
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